
BUPATI BUNGO 

PRO VINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR (0 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUNGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan verifikasi terhadap peraturan Bupati 
Kabupaten Bungo yang telah ditetapkan, terdapat beberapa 
peraturan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
peraturan perundang-undangan dan keadaan saat mi, sehingga 
perlu dilakukan pencabutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan 
Beberapa Peraturan Bupati Kabupaten Bungo; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

BUPATI BUNGO 
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a. bahwa berdasarkan verifikasi terhadap peraturan Bupati 
Kabupaten Bungo yang telah ditetapkan, terdapat beberapa 
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Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat ll Tanjung Jabung dengan Mengubah 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 
Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUNGO 

Pasal 1 

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa Peraturan 
Bupati Kabupaten Bungo yang terdiri dan: 

1. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi 
Rancangan Peraturan Dusun Tentang Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Dusun Dan Rancangan Peraturan Dusun 
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dusun Perubahan 
Kepada Camat. 

Menetapkan 
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PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUNGO 

Pasal 1 

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa Peraturan 
Bupati Kabupaten Bungo yang terdiri dari: 
1. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi 
Rancangan Peraturan Dusun Tentang Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Dusun Dan Rancangan Peraturan Dusun 
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dusun Perubahan 
Kepada Camat. 
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2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemberian 
Tunjangan Pengelola Keuangari Dan Aset Daerah. 

3. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tim Kerja 
Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP). 

4. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Petunjuk 
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menegah Pertama. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 	memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. 

Ditetapkan di Bungo 
padatanggal C( JCiL-4 	2025 

BUPATI BUNGO, 

Diundangkan di Bungo 
padatanggal 1 	 2025 

Pj. SERETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

Is 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR 10 
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2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemberian 

Tunjangan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. 
3. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tim Kerja 

Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP). 
4. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Petunjuk 

Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak­ 
Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menegah Pertama. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. 

memerintahkan 
penempatannya 

Ditetapkan di Bungo 
pada tanggal e4 -JoU 2025 

BUPATI BUNGO, 

Diundangkan di Bungo 
pada tanggal { JaLr 2025 

Pj. SE; ,RETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR tO 


